BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 612 —~Diskominfotik/2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 - 2028

Menimbang

Mengingat

1

BUPATI BANDUNG BARAT,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat
(2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2028;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4688);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952):
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Négara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1573);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata
Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1746);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun
2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar
Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
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Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 541);

17. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan
Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks
Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 975);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16
Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2019 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi,
Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 3);

22. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/
Kep.427-Diskominfotik /2023 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2023 - 2028;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023-2028.

Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun

2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU disusun sebagai dokumen yang mendeskripsikan

arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE vyang

terintegrasi serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja
dan anggaran SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Bandung Barat.

Pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat Tahun 2023-2028 dilakukan pada paruh

waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu

sesuai dengan kebutuhan oleh Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
bersama dengan Tim Koordinasi SPBE.



KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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